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ABSTRAK

Andri Ridwan : Kewenangan Kejaksaan Dalam Menerapkan Keadilan
Restoraktif Justice Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum
Positif di Indonesia dan Maqashid Syariah

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga
meninggalkan luka mendalam bagi korban, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan
keadilan restoratif (restorative justice) yang menekankan pada pemulihan
hubungan, penyembuhan korban, dan tanggung jawab pelaku, menjadi alternatif
penting dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan
keadilan restoratif terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan hukum
positif di Indonesia baik Undang-udang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan,
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung
RI Nomor 15 Tahun 2020, maupun Pedoman Kejaksaan Agung RI Nomor 18
Tahun 2021 serta relevansinya dengan prinsip-prinsip maqashid syari’ah dimana
Kejaksaan diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan tindak pidana
melalui keadilan restoratif pada kasus narkotika dengan kriteria tertentu bahkan
perspektif maqgashid syari’ah penerapan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan
syariat Islam, yaitu menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh
al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka
penelitian disertasi ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut : Untuk
mengkaji serta menemukan kewenangan Kejaksaan dalam menerapkan keadilan
restoratif terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut hukum positif di
Indonesia, Untuk menganalisis dan menemukan tantangan dan kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, Untuk
menganalisis dan menemukan magqashid syari’ah memandang konsep keadilan
terhadap korban penyalahgunaan narkotika, Untuk menganalisis dan menemukan
integrasi antara hukum positif dan maqashid syari’ah dapat memperkuat penerapan
keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Metode yang dipakai pada penelitian ini
menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan sebagai
instrumen pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder yang
kemudian diolah menjadi sebuah narasi guna menjelaskan semua hasil penelitian
dengan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian menunjukkan Kejaksaan diberikan kewenangan yang
sangat spesial oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan tindak
pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya pada tersangka Ega di Kota Pagar
Alam sehingga tersangka di rehabilitasi dengan pendekatan restoratif justice.
Penyelesaian tindak pidana narkotika dengan pendekatan restoratif justice sering
mengalami kendala dan hambatan dikarenakan perturan yang lebih khusu seperti
PERJA belum dijadikan Undang-undang khusus restoratif justice. Kewenangan
Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana narkotika melalui restoratif justice
juga bukan hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saja akan
tetapi patut untuk di anjurkan berdasarkan konsep magashid syari’ah.

Kata Kunci: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penyalahgunaan Narkotika,
Hukum Positif, Maqashid Syariah.
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ABSTRACT

Andri Ridwan: The Authority of the Prosecutor's Office in Applying Restorative
Justice for Victims of Drug Abuse According to Positive Law in Indonesia and
Magashid Syariah.

Drug abuse not only affects the perpetrators, but also leaves deep wounds
for the victims, their families, and the community. The restorative justice approach
that emphasizes the restoration of relationships, the healing of victims, and the
responsibility of the perpetrators, is an important alternative in the criminal justice
system. The authority of the Prosecutor's Office in implementing restorative justice
for victims of drug abuse is based on positive law in Indonesia, namely Law
Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office, Law Number 35 of 2009
concerning Narcotics, Regulation of the Attorney General of the Republic of
Indonesia Number 15 of 2020, and Guidelines for the Attorney General of the
Republic of Indonesia Number 18 of 2021 and its relevance to the principles of
maqashid sharia where the Prosecutor's Office is given full authority to resolve
criminal acts through restorative justice in narcotics cases with certain criteria, even
the perspective of maqashid sharia, the application of restorative justice is in line
with the objectives of Islamic law, namely to protect religion (hifzh al-din), soul
(hifzh al-nafs), reason (hifzh al-'aql), descendants (hifzh al-nasl), and property
(hifzh al-mal).

Based on the background of the problem and the formulation of the problem
above, this dissertation research has the following research objectives: To study and
find the authority of the Prosecutor's Office in implementing restorative justice for
victims of drug abuse according to positive law in Indonesia, To analyze and find
the challenges and obstacles faced in the implementation of restorative justice by
the Prosecutor's Office, To analyze and find the maqashid sharia in viewing the
concept of justice for victims of drug abuse, To analyze and find the integration
between positive law and maqashid sharia can strengthen the implementation of
restorative justice by the Prosecutor's Office. This study uses a descriptive
qualitative approach and as an instrument for collecting data using primary data and
secondary data which are then processed into a narrative to explain all research
results with several theories used as analytical tools.

The results of the study show that the Prosecutor's Office is given very
special authority by laws and regulations to resolve criminal acts of drug abuse, one
of which is the suspect Ega in Pagar Alam City so that the suspect is rehabilitated
with a restorative justice approach. The settlement of narcotics crimes with a
restorative justice approach often experiences obstacles and barriers because more
specific regulations such as PERJA have not been made into a special law for
restorative justice. The authority of the Prosecutor's Office in resolving narcotics
crimes through restorative justice is also not only based on positive law in force in
Indonesia but should be recommended based on the concept of maqgashid sharia.

Keywords: Prosecutor's Office, Restorative Justice, Narcotics Abuse, Positive Law,
Magqashid Sharia.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
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Semua ta’ marbiitah ditulis dengan A, baik berada pada akhir kata tunggal
ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata
sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali

dikehendaki kata aslinya.
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